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ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang sedang
dihadapi oleh bangsa Indonesia. Anak saat ini sering sekali menjadi korban dari
perbuatan tak manusiawi dan tak beradab ini. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak setidaknya telah memberikan perhatian secara
normatif terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam peraturan tersebut
dijelaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk
melindungi dan menanganinya. Secara lebih khusus Pemerintah Daerah Klaten
telah mengeluarkan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak. Dalam Perda tersebut Pemerintah Daerah telah menunjuk
suatu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Mutiara untuk menyelenggarakan pendampingan terhadap anak korban
korban kekerasan seksual. Dari sinilah penyusun tertarik untuk meneliti apakah
upaya pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual
oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Mutiara Kebupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
tentang Perlindungan Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
lapangan, yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari P2TP2A Mutiara
dan korban berupa data yang di dapat melalui wawancara dan informasi dari
P2TP2AMutiara yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta
arsip-arsip yang ada di P2ZTP2AMutiara. Pendekatan yang digunakan pendekatan
Yuridis Empiris yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang
diimplemantasikan dalam pendampingan P2TP2A Mutiara

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya pendampingan
hukum yang dapat dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara terhadap anak korban kekerasan seksual
ada yang sudah sesuaidengan peraturan perundang-undangan tentang
Perlindungan Anak dan dilaksanakan, dan ada yang sudah sesuai tetapi tidak
dilaksanakan. Adapun yang sesuai dan dilaksanakan meliputi: memberikan
pelayanan medis dan psikolog, perlindungan hukum, menyediakan shelter,
pemantauan kasus, penginformasian kasus, perlindungan identitas, hak
pendidikan. Sedangkan yang sesuai tetapi tidak dilaksanakan meliputi masalah
rehabilitas sosial, restitusi berdasarkan putusan pengadilan dan bimbingan rohani.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang telah ada sejak dahulu dan
sampai sekarang pun masih menjadi kejahatan yang menyelimuti keberadaan
manusia di seluruh negara termasuk di Indonesia. Kegjahatan jenis ini merupakan
sosia patologi, artinya bukan sgja sebagai masalah hukum tetapi juga sebagai
masalah sosial. Kejahatan ini mempunyai pengaruhnya yang luar biasa bukan sgja
pada pelaku dan korban kejahatan, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.

Hal ini semakin ironis ketika yang menjadi korban kekerasan seksual tidak
hanya orang dewasa, tetapi anak di bawah umur juga sering menjadi korban
kekerasan ini. Anak sebagai generasi penerus pembangunan dan penerus cita-cita
bagi kemgjuan suatu bangsa ketika mengalami kekerasan seksual kemungkinan
besar akan menyebabkan ia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur akan berdampak
pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak
psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian
dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, menutup diri, takut yang
berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada
keterbelakangan mental. Ditambah lagi dampak kesehatan fisik dan sosial yang

akan dialami anak setelah kekerasan seksual itu terjadi.



Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2013 kekerasan
seksual terhadap anak tercatat paling banyak di banding kekerasan fisk dan
psikis. Kekerasan fisik sebanyak 452 kasus atau 32%, kekerasan psikis sebanyak
242 kasus atau 16%, sedangkan kekerasan seksual sebanyak 730 kasus atau 52%.
Sehingga jumlah pengaduan kekerasan pada anak mencapai 1.424 kasus.

Berbagai kasus kekerasan seksua terhadap anak yang muncul
kepermukaan, ternyata tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia tetapi
banyak juga terjadi di kota-kota kecil atau daerah yang masih kental dengan
budaya ketimuran. Salah satu daerah yang termasuk banyak terjadi kasus
kekerasan seksual adalah Kabupaten Klaten. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat
dari berbaga media elektronik maupun surat kabar yang banyak menyoroti
berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebagai contoh:

1. Kasus dimana seorang siswa SMP N 3 Cawas, RA (15 tahun) warga

Kecamatan Cawas telah melakukan kekerasan seksual kepada teman

sekolahnya yaitu KC (12 tahun) warga Kecamatan Weru, Sukoharjo.

Kegadian kekerasan seksual ini dilakukan ketika korban hendak meminta

buku yang dibawa pelaku di kantin setelah pulang sekolah.?

2. Kekerasan seksual sering juga dilakukan oleh lebih dari satu pelaku.
Seperti kasus yang dialami remgja putri berinisial Vi (14 tahun), warga
Kecamatan Jatinom yang mengalami perlakuan bejat tiga orang pria. Vi

dicekoki minuman keras kemudian disetubuhi secara bergilir oleh para

L “Hari Anak Universal”, Eight Eleven, Metro TV, Kamis, tanggal 21 November 2013.

2 “Sjswa SMP di Klaten Cabuli Teman Sekolahnya”, Koran Tribun Jogja, Selasa,
Tanggal 7 Mei 2013.



pelaku. Kgadiannya bermula dari gakan Si (15 tahun) untuk berkeliling
dengan sepeda motor, kemudian Vi diberhentikan di persawahan dimana
di tempat tersebut sudah ada dua orang yang menunggu kedatangan

mereka. Korban kemudian dipaksa untuk minum miras dan disetubuhi.’

Jika melihat kuantitas kasus tentang anak semakin hari tidak semakin
mengurang, tetapi semakin bertambah. Hal ini menjadi permasalahan bersama
bagi orang tua atau keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Berkaitan dengan
hal itu, data statistik yang tercatat di Kanit PPA Kepolisian Resor Klaten untuk
tahun 2009 terdapat 42 kasus, 41 sebagai korban dan 7 sebagai tersangka. Tahun
2010 terdapat 40 kasus, 40 sebagal korban dan 4 sebagai tersangka. Tahun 2011
terdapat 51 kasus, 37 sebagai korban dan 22 sebaga tersangka. Tahun 2012
terdapat 62 kasus, 52 sebagai korban dan 33 sebagai tersangka. Sementara itu,
untuk tahun 2013 hingga tanggal 9 Oktober 2013 sudah terdapat 54 kasus dengan
korban berjumlah 47 dan tersangka berjumlah 22.*

Demikian juga data statistik yang ditangani Pengadilan Negeri Klaten,
untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2011 sebanyak 21 kasus dan
tahun 2012 sebanyak 27 kasus. Kasus ini hanya untuk perkara yang dikenai Pasal

81 dan 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

8 “Pelajar di Klaten “Digilir” Setelah Dicekoki Miras”, Koran Tribun Jogja, Sabtu,
Tanggal 6 Juli 2013.

* Berdasarkan Data ABH Perkasus dari tahun 2009 sampai 2013 dari Kanit Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Klaten.

® Berdasarkan Data Register Induk Perkara Pidana Khusus Tahun 2011 dan 2012
Pengadilan Negeri Klaten.



Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya angka kasus
tentang anak (kekerasan seksual) tidak mengalami penurunan, akan tetapi
sebaliknya menunjukkan peningkatan. Itu hanya kasus yang terlihat atau
dilaporkan bagaimana dengan kasus-kasus yang tak tersentuh oleh hukum, tentu
tidak kalah dengan data-data di atas. Ada beberapa faktor kenapa korban tidak
melaporkan perlakuan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak
hukum, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa
dirinya diketahui oleh orang lain dan khawatir kasusnya dijadikan bahan cercaan
publik, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya
akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Potret kekerasan seksual terhadap anak saat ini memang membuat
gambaran yang tidak bisa ditolerir oleh kemajuan peradaban. Perkembangannya
pun berbanding lurus dengan perkembangan zaman manusia. Dengan lahirnya
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara
substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban
kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 yaitu sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung

jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi

darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi, anak tereksploitas secara ekonomi dan/atau
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak

korban kekerasan baik fisk dan/atau mental, anak yang menyandang
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.®

€ Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa
pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi
perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagal wujud dari peraturan tersebut
Kabupaten Klaten yang menjadi lokasi penelitian ini mewujudkannya melalui
pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPPKB). Dimana dalam badan tersebut terdapat P2TP2A yaitu Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mutiara yang salah satu tugasnya
melayani pendampingan terhadap anak sebaga korban kekerasan.

Akan tetapi, dalam realitasnya pendampingan terhadap anak korban
kekerasan seksual dirasa masih minim. Banyak kasus yang belum mendapat
pendampingan P2TP2A sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk
mendampingi korban tersebut. Sebenarnyakasus kekerasan seksual terhadap anak
banyak menimbulkan kesulitan penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan,
penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam
batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan
cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk
melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul *“Pendampingan
Hukum Terhadap Anak Sebagal Korban Kekerasan Seksua Oleh Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten

Klaten.”

” Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1996), him. 81.



B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini penyusun mencoba merumuskan persoalan dalam
bentuk pertanyaan yaitu:

Apakah upaya pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban
kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Mutiara Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan tentang Perlindungan Anak?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penélitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.  Untuk mengetahui upaya pendampingan hukum terhadap anak korban
kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara di Kabupaten Klaten.

b. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis sgjauh mana Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Mutiara Kabupaten Klaten mengimplementasikan peraturan
perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dalam melakukan

pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagal berikut:



a Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih ilmiah terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana,
khususnya tentang pendampingan hukum terhadap anak sebagai

korban kekerasan seksual.

b. Secara Prakiis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bailk dalam pelaksanaan atau dalam pembuatan
kebijakan hukum nantinya bagi para legislator supaya memberikan
pengaturan secara jelas tentang pendampingan hukum terhadap anak
korban kekerasan seksual. Kemudian diharapkan dapat memberikan
informasi kepada masyarakat bahwa ketika terjadi kekerasan seksual

ada lembaga atau badan yang dapat membantul.

D. TELAAH PUSTAKA

Semakin banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini
cukup membuat prihatin banyak pihak. Tidak hanya pihak keluarga, masyarakat
atau lembaga swasta dan negara atau pemerintah, tetapi juga dari kalangan
akademis yang memberikan perhatian melalui penulisan atau penelitiannya. Hal
ini dilakukan tidak lain untuk merekonstruksi, menginterpretasikan dan
memberdayakan hak-hak korban kekerasan seksual supaya tidak terjadi lagi
kekerasan yang serupa. Setelah penyusun melakukan telaah pustaka, ditemukan
beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang

dapat diuraikan sebagai berikut:



Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam bukunya “Perlindungan
Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)”,
menjelaskan bahwa perempuan sedang menjadi obyek pengebirian dan pelecehan
hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individu,
kultural dan struktural yang dibenarkan. Dalam buku ini ia mencoba
mengadvokasi perempuan korban kekerasan seksual melalui pendekatan hukum
pidana Islam dan hukum pidana Indonesia® Buku tersebut berbeda dengan
penelitian yang akan penyusun lakukan karena lebih menitikberatkan pada
pendampingan korban kekerasan seksual dan obyeknya adalah anak-anak.

Skripsi dari H. Agung Prachmono yang berjudul “Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Sleman.” Skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap
anak sebagai korban kekerasan seksual dilakukan dalam bentuk persidangan yang
khusus dan tertutup untuk umum, hakim tidak memakai toga dan tidak disatukan
dengan terdakwa ketika persidangan.® Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
penyusun yaitu penelitian ini hanya memaparkan perlindungan di persidangan,
sedangkan dalam penelitian penyusun mencoba menjelaskan pendampingan
korban mulai dari awa proses pelaporan hingga vonis serta tindak lanjut

setelahnya apakah sesual dengan peraturan yang sudah ada atau tidak. Persamaan

8 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2001), him. 7.

® H. Agung Prachmono, Perlindungan Hukum Terhadap Anak K orban K ekerasan Seksual
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Y ogyakarta, 20009.



skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penyusun buat adalah sama-sama
berobyek anak korban kekerasan seksual.

Desi Anggreini dalam skripsinya yang berjudul “Pelecehan Seksual
Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif”, memandang bahwa pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak
atau interaksi antara anak dan orang dewasa, dimana anak tersebut dipergunakan
untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi
memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik
tidak pantas, membuat pornografi atau melihatkan alat genital orang dewasa
kepada anak. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual telah diatur secara khusus
menurut KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak. Sementara itu, menurut
pandangan hukum Islam pelecehan seksual adalah haram dan merupakan amal
perbuatan syaithan.'® Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu
pada penelitian ini pokok masalahnya adalah pelecehan seksual, sedangkan
penelitian penyusun lebih khusus lagi berupa kekerasan seksual. Selain itu
penelitian penyusun lebih meninjau dari segi pendampingannya.

Kemudian jurnal dari Vina Kartikasari dengan judul “Tinjauan Yuridis
Tentang Urgens Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak
Pidana Perkosaan”, menegaskan bahwa upaya perlindungan yang diberikan
pemerintah kepada anak yang menjadi korban yaitu upaya rehabilitas yang
dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan

pada identitas korban dari publik, upaya memberikan jaminan keselamatan kepada

% Desi Anggreini, Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skrips tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, Y ogyakarta, 2009.
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saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, dan pemberian aksebilitas untuk
mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.' Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu bahwa dalam penelitian ini
menjelaskan perlindungan secara umum, sedangkan dalam penelitian penyusun
menjelaskan penanganannya secara langsung (in concreto) terhadap anak korban
kekerasan seksual .

Sebuabh tesis dari Ira Dwiati dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana.” Tesisini menjelaskan
bahwa ide dasar dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan
(tindak pidana perkosaan) adalah dengan adanya upaya preventif maupun represif
yang dilakukan baik oleh masayarakat maupun aparat penegak hukum, seperti
pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat
membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara
memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku
kejahatan.'® Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu obyek
penelitian. Dalam penelitian penyusun yang menjadi obyek adalah anak dibawah
umur, yang dirasakan mempunyai beban yang lebih berat dibandingkan dengan
perempuan dewasa. Selain itu penelitian penyusun lebih berfokus pada
pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

™ Vina Kartikasari, Tinjauan Yuridis Tentang Urgens Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, Jurnal tidak diterbitkan, Fakultas Hukum,
Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

12 Ira Dwiati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam
Peradilan Pidana, Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro
Semarang, 2007.
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Selain perbedaan khusus di atas secara umum yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian tentang
pendampingan anak korban kekerasan seksual belum pernah dilakukan di
Kabupaten Klaten. Dengan demikian,menurut hemat penyusun penelitian ini telah
memenuhi syarat kelayakan untuk dilakukan dalam rangka menambah khazanah

pemikiran hukum dan kebutuhannya dalam masyarakat.

E. KERANGKA TEORETIK

Dalam membahas pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan
seksual tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum pidana (criminal policy).
Kebijakan hukum pidana (criminal policy) merupakan upaya atau kebijakan untuk
melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam rangka melindungi
masyarakat (social defence) dan mensejahterakan masyarakat (sosial welfare).
Upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan baik
melalui sarana penal maupun sarana non penal.

Pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan
bagian dari upaya atau kebijakan non penal. Sebab pendampingan ini dilakukan
oleh pemerintah atau masyarakat, bukan oleh aparat penegak hukum.**Menurut
Leden Marpaung, penanggulangan akibat pemerkosaan (kekerasan seksual) tidak

dapat dibebankan kepada aparat penegak hukum terutama selain dari kegiatan

¥pendampingan korban dapat dilakukan oleh relawan pendamping, advokat, pekerja
sosial, tenaga kesehatan, pembimbing rohani dalam setiap proses pemeriksaan baik di kepolisian
sampal dengan proses persidangan. Lihat YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum Di
Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, (Jakarta: YLBHI,
2007), him. 120.
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aparat penegak hukum telah cukup padat, keahlian untuk menanggulangi akibat
tersebut kemungkinan tidak dimiliki penegak hukum tersebut.** Meskipun
demikian penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral
yaitu ada keseimbangan antara sarana pena (hukum pidana) khususnya pada
tahap kebijakan aplikatif (yudikatif) dan eksekus (eksekutif) serta sarana non
penal (di luar hukum pidana).™
Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah melalui Undang-undang No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anaksecara substansial telah memberikan
perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam
Pasal 59 yaitu sebagal berikut:
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi, anak tereksploitas secara ekonomi dan/atau
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak

korban kekerasan baik fisk dan/atau mental, anak yang menyandang
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.®

Undang-undang Perlindungan Anak juga telah memberikan batasan umur
seseorang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.*’Batas umur ini tidak selalu sama di

| eden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 48.

> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 78-79.

16 Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Y|pid., Pasal 1 angka 1.
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berbagai negara di dunia. Di Indonesia sgja terjadi perbedaan terkait penentuan

batas umur anak sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban

kekerasan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pelayanan bagi anak

korban kekerasan, yaitu:

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan, meliputi layanan:

a
b.

C.
d.

penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban
kekerasan; dan

pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak
korban kekerasan.'®

Untuk pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Anak mengatur bahwa:

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan perlindungan anak melalui pencegahan dan
penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah,
penelantaran/pengabaian dalam semua sSituasi kehidupan anak
termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam
situas darurat.’

18 pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
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Sebagai tindak lanjut supaya penanganan terhadap anak korban
kekerasan dalam peraturan tersebut tidak hanya bersifat in abstracto tetapi in

concreto, maka dalam Pasal 12 Perda di atas dijelaskan bahwa:

(1) Penyelenggara layanan perlindungan anak dilakukan secara
terpadu  dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu yang
dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung
jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak.

(2) Ketentuan mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak
diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan diatur Iebih lanjut oleh Bupati.?

Wadah yang dimaksud tidak lain adalah Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara sebagai lembaga

pemerintah yang melindungi anak korban kekerasan melalui pendampingan.

F. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang
berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian
yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sementara
itu, penelitian adalah suatu kegiataan untuk mencari, merumuskan dan
menganalisa sampai menyusun laporan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk

mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai

1 Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

lbid., Pasal 12.
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satu tuyjuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini,

penyusunmenggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. JenisPenelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field
research), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci
dan mendalam terhadap obyek tertentu. Dalam hal ini untuk melihat secara
langsung pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh
P2TP2A Mutiara, yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil
kepustakaan.
2. Sifat Penélitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu
penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan dari segi ketentuan-
ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan

Anak, sertamelihat realitasnya yang diimplementasikan di lapangan.

3. Sumber Penelitian
a. Data Primer
Data primer ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan
mengadakan peninjauan langsung pada P2TP2A Mutiara.
b. Data Sekunder
Data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa
bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer



2)

16

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan
mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum
primer yang penyusungunakan melipuiti:

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

b) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

¢) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

d) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan
Dan Anak Korban Kekerasan; dan

€) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, meliputi:

a) Buku panduan Memori Mutiara Women And Children Crisis
Center (MWC3) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara;

b) Buku-buku hukum yang berhubungan dengan pendampingan

anak korban kekerasan seksual;
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¢) Jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti;
dan
d) Hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

4. Lokas Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas, penyusun mengambil lokasi di Kabupaten Klaten tepatnya di Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara,
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB), Polres

Klaten, Kejaksaan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Klaten.
5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut:

a. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa
pedoman wawancara terstruktur, alat tulis dan perekam suara.
b. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antaralain:
1) Kepustakaan atau Studi Dokumen
Kepustakaan atau studi  dokumen®  digunakan  untuk

mengumpulkan data sekunder terkait masalah yang dibahas serta

Zgtudi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau
mempelgjari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainya yang
berhubungan dengan obyek penelitian. Lihat Hilman Hadikusuma,Pembuatan Kertas Kerja Skripsi
Hukum, (Bandung: Mandar Maji, 1991), him. 80.
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rangkaian hubungannya. Teknik ini akan dilakukan dengan
mempelgari  buku-buku, peraturan perundang-undangan dan
berbagai sumber bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian.

2) Wawancara atau I nterview
Teknik wawancara® akan penyusungunakan untuk memperoleh
data primer atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam
penelitian ini. Teknik ini akan dilakukan dengan tanya jawab secara
langsung kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu: anak korban
kekerasan seksual atau keluarganya, pengurus dari Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) terutama
ketua devisi pendampingan hukum, Kepala Bidang Unit Pelayanan
dan Perlindungan Anak (PPA) Polres Klaten dan Jaksa yang sering
menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak.

3) Observas
Observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.?®
Dalam hal ini penyusunmengamati tingkah laku anak yang menjadi
korban kekerasan seksual dan cara pendampingan dari P2TP2A

Mutiara

Z\Wawancara adalah usaha mengumpulkan data/informasi dengan mengajukan sejumlah
pertanyaan secara lisan untuk dijawab secaralisan pula, dengan ciri utama adalah kontak langsung,
bertatap muka antara s pencari informasi dengan sumber informasi. Lihat Tatang Amirin,
Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1990), him. 133.

% Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1993), him. 100.
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6. AnalisisData

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama
penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu
analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara
sistematis sehingga di dapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang
diteliti. Dengan demikian cara untuk menganalisisnya adalah dengan langkah
pertama mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi
artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan,
kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisas informas atau
data, yang susunanya dibuat sistematis sehingga memungkinkan untuk ditarik

kesimpulan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan
penyusunan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika
pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, membahas mengena tinjauan umum pendampingan
hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Bab ini terdiri dari 2 sub
bab meliputi tinjauan umum mengenai pendampingan hukum yang terdiri dari

pengertian, bentuk-bentuk, tujuan dan prinsip dasar pendampingan serta
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pendampngan sebagai kebijakan non-penal. Kemudian sub bab tinjauan umum
mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual yang masih dibagi dalam dua
bagian yaitu tinjauan umum anak sebagai korban terdiri dari pengertian anak serta
pengertian dan jenis-jenis korban. Kemudian tinjauan umum kekerasan seksual
terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk, akibat dan pengaturan kekerasan seksual
terhadap anak di dalam KUHP maupun luar KUHP.

Pada bab ketiga, akan membahas mengenai dasar peraturan pendampingan
hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Mutiara yang meliputi profil P2TP2A yaitu sgjarah, tujuan, visi, misi, susunan
organisasi, tugas dan kasus kekerasan yang ditangani P2TP2A. Kemudian dasar
peraturan dalam pendampingan hukum meliputi Perda Kabupaten Klaten dan
Standar Operasional Prosedur.

Pada bab keempat, akan membahas mengenai hasil penelitian dan analisis
data. Dalam bab ini akan memuat mengenai konsep pendampingan hukum, upaya
pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara dan
kendala-kendala yang dihadapinya.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yaitu
penutup yang akan diuralkan mengenai kesimpulan dan saran terkait

permasal ahan yang ada.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara terhadap anak
korban kekerasan seksual ada yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tentang Perlindungan Anak dan dilaksanakan, tetapi ada yang sudah
sesual tetapi tidak dilaksanakan. Adapun upaya yang sesuai dan dilaksanakan
dapat dibagi dalam beberapa pendampingan:

1. Pendampingan sebelum proses sidang pengadilan, berupa: memberikan
pelayanan kesehatan bagi korban, memberi saran penyelesaian atas kasus
yang dihadapi korban, sebagai penguat korban ketika pemeriksaan,
menyediakan tempat aman (shelter) bagi korban yang membutuhkan.

2. Pendampingan ketika proses sidang pengadilan, berupa: menguatkan
korban dan orang tua, memonitoring jalannya persidangan (perlindungan
hukum), melakukan diskusi dengan pihak jaksa terkait penerapan pasal
dan tuntutan yang akan digjukan, membantu menjelaskan manakala apa
yang ditanyakan oleh hakim ketika pemeriksaan itu belum bisa dipahami
oleh saksi korban, pendamping dapat berbicara membantu korban dalam
ranah persidangan yaitu menjadi saksi ahli.

3. Pendampingan setelah proses sidang pengadilan, berupa: rehabilitasi

ekonomi dan rehabilitasi pendidikan.
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Sedangkan upaya yang sesuai tetapi tidak dilaksanakan meliputi masalah
rehabilitas sosia, restitusi berdasarkan putusan pengadilan dan bimbingan rohani.
Belum terlaksananya pendampingan hukum yang optimal oleh Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara disebabkan oleh
beberapa kendala yang dapat dibagi dalam dua faktor, yaitu Pertamafaktor
internal, berupa: perubahan struktur kepengurusan, keterbatasan SDM, pekerjaan
di luar P2TP2A. Kedua faktor eksternal, berupa: penolakan korban atau keluarga
atau masyarakat, intervensi pihak lain, kendala implementasi kebijakan dalam

proses hukum.

B. Saran
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

a. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengatur secara konkret
dalam peraturan perundang-undangan tentang pendampingan hukum
terhadap korban anak karena di dalam sistem peradilan pidana anak
yang sebentar lagi akan diberlakukan peran pendamping sangat
penting.

b. Pemerintah daerah melalui kerja sama dari P2TP2A Mutiara dan
Dinsos harus secepatnya mendirikan pusat rehabilitasi  untuk
penanganan pemulihan korban.

2. Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara

a. Perbaikan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) supaya lebih

mempermudah sistem pel aksanaan pendampingan hukum.
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b. Mengadakan forum pertemuan antara polis, kejaksaan, rumah sakit,
LSM dan lembaga terkait atau semua keanggotaan P2TP2A Mutiara 2
bulan sekali untuk melakukan penilaian perkembangan hukum,
peninjauan perkara-perkara anak, pelatihan penanganan perkara anak
dan lain-lain.

c. Meningkatkan hubungan yang koheren dan berkesinambungan antara
aparat penegak hukum dengan P2TP2A ketika terjadi kasus kekerasan
yang melibatkan anak.

d. Untuk masalah pendataan kasus supaya setiap instansi yang terlibat
dalam P2TP2A Mutiara menyiapkan data base setiap kasus sehingga

mempermudah pengecekan kasus jika diperlukan.
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